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KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI AMPIANG PARAK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA

NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AMPIANG PARAK,

Menimbang: a. bahwa sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Mengingat:

L

nagari merupakan aset nagari vang harus dimanajemen
secara bailk sesuai tata perundang - undangan vang berlaku
dan digunakan untuk upayva mempercepat pembangunan
dan penanggulangan bencana nagari dengan
mengikutsertakan secara aktil seluruh lapisan masyarakat
melalui lembaga nagari yang ada (Bamus, LPM, Kelompok
Siaga Bencana dan/atau Tim Penanggulangan Bencana,
Forum Pengurangan Risiko Bencana, PKK, Karang Taruna,
kelompok disabilitas, dan lembaga - lembaga lain yang
berada di lingkungan nagari);

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 37
Peraturan Nagari Ampiang Parak Nomor 3 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari
tentang Manajemen Sarana dan Prasarana Penanggulangan
Bencana di Nagari;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik [ndonesia tahun 1956 Nomor 25) jis
Undang-Undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 1643);
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Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencena (Lembaran Negars RI Tahun 2007
Nomot, Tambahan Lembaran Negara RE Nomor 4723},

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2493);

Peraturan Pemerintahan Nemor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelengparaan Penanggulangan Bencana [Lembaran
Negara Republit Indonesia Tahun 2008 WNomor 42,
Tatnbahan Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor
4BIR);

Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Berncana (Lembaran
Megara Republilk Indonesia Tahun 2008 Nomer 43,
Tambahan Lembaran Nepgara Republik Indonesiza Nomor
4829},

Peraturan Pemenntahan Nemor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga intemasional dan Lembaga Asing non
Pemerintahan dalam penangeulangan bencasna [Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2008 Nomor 44,
Tembehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48300;

Peraturan Femerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemermtah Nomor 43
Tahun 2014 Pelalsanaan Undang-lUndang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Notnor 27 Tahun 2007
tentang Fedeman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam

renanggulangan Bencana;

Peraturan kepala Badan Nasional Penanpggutangan Bencana
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Dega fKelurahan Tanggul: Bencana;

Peraturan Kepafa Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Fengarusutamaan Gender di
Bidang Penanggulangat Bencana:

Peraturan kepaia Badan Wasional Penanggulangan Bencana
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan
Dan Partislpast Penvandang Disahilitas Dalaim
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tzhun 2014
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tentang Pedomatt Telmis Paraturan Deaa;

FPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tzhun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 1 Tahun 2076
tentang tentang Pengelolann Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Dega;

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 47 Tshun 2016
tentang Administrasi Pemenntahan Desa;

Feraturan Menteri Dalam MNegerd Nomor 20 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desg:

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomeor 04 Tahun 2018 tentang Sistern Manajemen Logistik
dan Peralataty;

Peraiuran Menteri Desa, Fembangunan Daerah Teitinggal,
Dan Transmigrazi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prodtas
Penggunaan Dlana Desa Tahun 2019;

Pevaturan Daersh Provinsi Sumateta Barat Momor 5 Tahun
2007 tentang Penanggulanpgan Bencans (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun
2009 tentang Pembentukan Organizasi dan Tata Kerda Badan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Dserah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2009 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Salatan Nomor 8 Tehun
2007 tentang FPemerintahan MNagar (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 Nomor 8 Sed F.1);

Feraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2009  tentang Pembentukan Nagari Ampiang  Parak
Kecamatan Sutera (Lembargn Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan  Tahun 2009 MNomer 8 Seri E-7, Tambahan
Lembaran Dactrah Kabupaten Pesisir Selatan Nowmoar 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun
2010 tentang Penanggulangan Bencana [H Kabupaten Pesisir
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisit Selatan Tahun
2010 Homor 3,

Feraturan Basrah Kabupsaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun
2014 tentang Susunan dan  Tata Kegja Badan
Penanggulangan HBencana Da¢rsh (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Dacraly Kabupaten Pesisic Selatan Nomor 208,

Feraturan Gaerah Kabupatetl Pesisir Selatan Nomor & Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 3
Tohun 2016 tentang FRencana Pembangunan Jangka
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Menengah Daerah Tahun 2016-2021);

28, Peraturan Nagar Ampiang Paralk Nomer 1 Tabhun 2017
tentang Fencana Pembangunan Jangka Mensngah (RPJM)
Nagati Ampiang Parak;

29. Peraturan Nagad Ampiang Farak Nomor 3 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTSEAN

Menetapkan: FERATURAN WALl NAGAR] TENTANG MANAJEMEN SARANA

DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA D] NAGARI.

BAB |
KETENTUJAN UMM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagart ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Pesizir Selatan terdiri Bupati
dan peranghkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Kepala Dacrah Kabupaten Fesisir Selatan.

9.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Fenanggulangan
Bencana Daesrah Kabupaten Pesisir Selatan.

Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan unsur perangkat
daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.

- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Sutera sebagai perangkat keria

daerah Kahupaten.

Magari sdalah Ampiang Parak vang merupakan lesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwsnang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usyi
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Nagar adalah Pemerintahan Nagari Ampiang Parak yang
merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Nagari
Ampiang Parak dan Badan Musyawarah Magar Ampiang Parak dalam
mengatur dan mengurus kepentngan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadar setempat vang diakui dan dihormati dalam
siatem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permnerintzh Nagari adelah Wali Nagarni dan Perangkat Magari sebagai
unsur peayelenggara Pemerintaban Nagard.

10. Wali Nagari adalah Kapala Magar yang dipilih langsung oleh pendudulk

Nagari Ampiang Parak.

11.Badan Musyawarah Ampiatg Parek vang #lanjumya disingkat BAMUS

adalah lembaga wang merupakan perwujudan demokrasi dalam



penyelenggaraan Pemerintahan Nagarn sebagai unsur penyelengparaan
Pemerintahan Nagan.

12, Peranglat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelalkzana tekmis lapangan
yang membantu Wali Nagan dalam melaksanakan {fugas dan
WEWETIATIETYE.

13. lembaga Pemberdayzan Masyarakat Mapari rang selanjubnya disingkat
LPMN adalah LPM HMagan Ampiang Parak, metupakan lembaga atau
wadah yang dibentuk atas prakarsa masvarakat sebagai mitra Pemerintah
Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspiragi serts kebutuhen
masyarakat di bidang permbangunan.

14. Forum Pengurangan Risikoe Bencana Magan Ampiang Parak, selanjutava
disingkat Forum PRB Nagari Ampiang Parak, adatah wadah yang
menyatukan orpanizsas dan kelompok pemangku kepentingan di Nagari
Ampisng Parak, jyang bergerak dalam mendulung  upaya-upaya
pengurangaty risiko betcata guna mewujudkan Nagari Tatigeuh Inklusif.

15 Kelompok Siags Bencane yang selanjutava disinglkat KESB dan/fatau Tim
Penanggulangan Bencana yang selanjuinya disingkat Tim PB adalah
kelompok  relawan  masyarakat yang —melaksanaltan  Kegiatan
penangeulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan
pazaca bencana.

16, Kelompok Sizpa Bencana Kampung yang selanjutnya disingkat KSB
Kampung danfamu Tim Penangguiangan Bencana Kampung yang
selamjutnya disingkat Tim PB Keampung adalah K8B danj/atau Tim PB
vang berkedudukan di tingkat Keampung, dan berangrotakan relawan
mesyarakat.

17. Kelompek Siaga Bencana Ampiang Parak yang selanjutnya disingkat K3B
Ampiang Parak danfatau Tim Fenanggulangan Bencane Ampiang Parak
vang selanjuinya distnglat Tim PB Ampiang Parak, adalah ¥5B dan/atau
Tim PB yang berkedudukan di Nagan dan beranggotakan perwakilan KSB
dan/atau Tim PB Kampung.

18. Masvarakat adalah masyarakat Nagari Ampiang Parak.

19 Mugyawarah Nagari atau yantg disebut dengan nama lain adaleh
musyawarah antara Badan Musyawarah Nagard, Pemerintalt Nagari, dan
ungur magyatakat vang diselengpatakan oleh Badan Musyawarah Nagar
untuk menyepalkati hat vang bersifat sirategs.

20. Pembangunan Nagan adalah upaya peningkaten kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahterasn masvarakat Nagan.

21l . Reticana Pembangunat Jangka Menengah Nagar yang selanjutnya
disinghat RPIM Nagari adalah Rencana Kegiatan Pembanpunan Wagatd
untuk janghke waltu & {enam) tabun,

22. Renicate Kerja Pemerintalr Nagat yang selanjutnya disebut REP Magari
adalah penjabaran dari RFJM Nagari untuk jangka waktu 1 [satu] tahun,

23_Rencana Penanggulangan Bencana Nagar yvang =selanjutnya disingkat RFB
Nagan merupskan sebuah dokumen resmi yang memuaib data dan
informasi temtang risike bencana vang ada pada suatu Nagad dedam
waktu tertentu dan rencana masyarakat, pemerintah Nagari =serta para
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permangkn  kepentingan  terkait setemipat untuk mengurangi  nsiko
benicana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan
fisik maupun non-fisik. RPB Nagarl mengandung juga strategi, kebijakan
dar  langkah-langlah teknis administratif yang dibutuhken untuk
mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tangpap vang
memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efekf.

Dann Nagari adalah dana yang bersumber dari angparan pendapatan dan
belarija negara yang diperuntukkan bapgi Magan vang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten fkata dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan
pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Alckazi Dana Nagari yang selanjuthya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daecrah kabupaten/lots sctelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Angparan Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagan yang =elanjutnya dischut APB
Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemetrintahan Nagari,

Aset Nagari adalah barang milik Nagar yang berasal dari lekayaan asl
Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban APE Nagari atau perclehan hak
lainnys yang sah.

Barang Milik Magari adalah kekayaan milik Nagari berupa barang
bergerals dan barang tidak bergerak.

Feraturan Nagari adalah Peraturan WNagari Ampiang Parak vang
merlupakan perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUS Ampiang
Farel: hersama Walt Nagari Ampiang Parale.

Pemangku Kepentingan Ampiang Parak terditi dari Pemerintah HWagari,
BAMUS, LPMHN, Niniak Mamak, Alim ama, Cadizk Pandai, Bundo
Kanduang, KAN, Karang taruna, PKK, Tokoh Agama MNagori, GAPOKTAN,
Tokoh Masyarekat Nagard, dan lembapa lainnye veng ade di Napari
Ampiang Parak.

Bencane adelah peristiwa atau rangkalan peristiva yang mengancam dan
mengganggu kehidugan dan penghidupan maesyarakat vang dissbabkan,
baak eleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia,
schingga mengakibatkan timbulnye korban jiwa manusia, lkerusakan
bngkungan, kerugian harta benda dan dampak paikclogis.

Penyelengparsan Penangpulanean Bencana adalah serangkaisan upaya
vang nieliputi penetapan kebijakan pembangunan  yang  berisiko
tmbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darrat dan
rehabilitasi.

. 3arana dan FPrasarana Penanggulangen Bencana adalah alat yang dipakai

untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan fujuan, serta
upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulang
bencana
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Manajernen sarana dan prasarana penanggulangan bencanz adalah
serangkaian kegiatan pengaturan dan pengelolaan alat maupun media
yang gunakan untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan
tujuar, serta upaye yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan
menanggulang bencang

Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurang
anceman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam menghadapi bencana.

Getiap orang adalah orang persecrangan, kelampok orang, dan/atax
badan hukum

Kelompok rentan atau herisiko edalah bayi, anak usziz di bawah lima
tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penvandang disabilitas dan
orang lanjut usia.

Disahitas adalah konsep disabilitas terus berkemmbang. Dalam hal ind
disabilitas merupakan hasil interaksi antara individu vang memiliki
keterbasan  fisik dengan sikap serta lingkungen yang menghambat
partizipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan
asas kesetaraan dengan masyarakat lainnya

Fenyandang Disakilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fsik,
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi denpgan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kegulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan ¢fcktf dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak,

Inklusi Sosial adalah tindakan atau prozes mengupayrakan sebuah kondisi

yang mana sebap individu atau kelompok masyarakat dapat mengambil
peran =ogsial dalam rmangka meningkatkan kapasitas, memperluag
kesempatan dan menjamin martabat masyarakat, utameanya masyvaralkat
vang terpinggirkan dikarenakan identitas individu rmerelka.

Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang
dan/atau menyediakan akees kepada Penyandang Disabilitas untuk
menyalurkan potensi dalem segala aspek penyelenggarasn negare dan
masyvarakat,

Kemudahan aksea adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang
Dizabilitas puna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segals aspek
kehidupan dan penghidupan.

Alesesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai cleh orang terhadap
suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan, Kemudahan akses tersebut
diimplementasikan pada keterlibatan, peran, penerimaan informasi,
layanan publik, bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum
lainnya,

Akomodasi yang Layak adalah maodifikasi dan penyesuaian vang tepat dan
diperlukan untuk tnenjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak
asasi manusia den kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas
berdasarkan kesetaraan.

Alat Bantu adalah benda yeng berfungsi membantu kemandirian
FPenyandang Dhsabilitas dalam melakuiean kegiatan sehati-hard.
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Pergurangan Rigiko Bencana [nklusi Disabilites adalah Sebuah upaya
petnigurangan risiko bencana |PEB) yang mengakomodasi beragam
kebutuhan dan kapasites masyarakat sasaran termnasul penyandang
disabilitag. PRB inklusif disabilitas mengutamakan peningkatan kapasitas
dan  partizipasi bermmakna datn  penvandang  disabilitas dalam
pengembangan perencanaan dan merancang aksi PRB vang ditgjukan
untuk menphasilkan mtervensi PRB yvang relevan dan berdempak bag
setmug, memastilan sermaa selamal serta tidak ada satupun vang
tertingpal dalam situasi bencana.

Mandat Inklusi adalah prinsip-prinsip dasar dan prakas dalam
mengupayakan  inklusi penyvandang disabilitas dalam  upaya
prembangunan termasuk dalam 1su FEB yang mencakup ketersediazn data
terpilah, alksesibilitas, partisipasi bermakna, proritas petlindungan dan
pemingkatan kapasitas.

Nagari Tangguh Bencana Inklusi adalah program pengembangan nagasi
Tangpuh Bentana menerapkan prinsip pelibatan semua pihak, dengan
mengakomodasi sumber-sumhber daya dari berbagai kelompok di dalam
maupun di luar nagar sebagai bagian dar jaringan sosial komunitas
nagari vang betrdasarkan solidaritas dan kerelawanan,

Lembaga internasional adalah organisasi yang berada delam lingkup
strukitur organisas Persenkatan Bangse-Bangsa atau yanp menjalankan
tugas mewakilt Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional
laihnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar
Persernikatan Bangsa-Bangsa.

Organigasif Lembaga mesyarakat adalah organizasi yang dibentul oleh
masyaralkat warga negara Eepublik Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kepiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Mahe Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam
rangka mencapei tujuen nasional dalam wadalr Negara Keaatoan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Fungsional adalab pengambilan keputusen dan pemecabsn masalab -
masalah di bidang mansjemen/pengelolaan sarana dan prasarana
penanggulangan bencana yang dilaksatakan pengelola harus zesuad
fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing - rnasing.

Kepastian bukum adalah yaite pengelolaan sarena dan prasarana
pepanggulangan bencana harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang - undangan.

Transparans dan Keterbukaan adalah penyelenggarazan manajemen

sarana dan prasarane penatnggulangan bencana nagard harus terbuka
bagi =emua pihak. Masyarakat berhak menerima informasi mengenai
tujuan, sazaran, dan hasil manajemen { pengelolaan sarana dan prasarana
penanggulangan bencang,

Efisiensi adalah menajemen/pengelolasn  =arame dan  prasarana
penanggulangan bencana diarvabkan agar digunakan sesual batasan -
batagan standar kebutuhan yvang diperlukan dalam mangka menunjang
nenyelengegaraan tupas pokok dan fungsi pemerintahan secarn optimal,



56. Akuntahilitag adalah seluruh proses dan kegiatan
manajemen, pengelolaan sarana dan prasarang penanggulangan bencana
dari usulan hingga pencapaian hazilnya harus dapat
dipertanggungjawabkan pada semua pihak terutama masyaralkat IIAgATi.

57 Kepastiant nilai adalah tanafernen/pengelolaan sarana dan prasarana
penanggulangan bencana hamg didukung cleh adanya ketepatan jumlah
dan nilai barang delam rangka optimalisasi pemanfaatan  darn
pemindahtangansn sarana dan prasarana serta penyusutan neraca
pemerintah.

BAE 11
FEINSIF DAN TUJUAN
Pazal 3

(1) Prinsip manajemen sarana dan prasarana penanpggulangan bencana
adalah:

=

et an oop

fungsional,

kepastian nilai:

efisienst;

1mklusi;

adminstratil;

transparan dan keterbukaan,
alkuntabilitas;

. kepastian hukum;

adil/tidak diskriminatil
kejelasan tanggune jawab;
pecncapaian tujuan,

{2] Manajemen sarana dan prasargna penanggulangan bencana bertujuan
untuk:

a.

h.

mendukung penyelengzaraan penanggulangan bencana di Nagari
secara terencana, terpadu, terkoordinasi, inklsif dat menyeluruh;
menjanun pengadaan sarang dan prassrang penanggulangan bencana
seaual kebutuhan dan tepat guna;

- menjarnn pernggunaan sarana dan prasarang penanggulangan bencansa

secara tepat, inklusi, fungsional dat efisien;

- mettjamin  pemeliharaan  sarana dan prasarana  penanggulangan

bencana secara tepat dan siap palkai.
BAB IIf

TANGGUNG JAWARB DAN WEWENANG
Fazal 3

(1} Wali Nagari menjadi pemegang kekuasaan dan penanggung jawab dalam
penyelenggaraan manajemen sarana dan presarana penanggulangan
bencana.



(4] Dalam melaksanakan pemegang kekuasaan dan penanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dapat menguasakan
sebagian kekuseaannya kepade Perangkat Nagas, Forum Pengurangen
Risike Bencana (FPRB), Helompok Siaga Bencans (KSB) dan/atzu Tim
Penangglilangan Bencana [Tim PB).

[2) Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan dan penenpgung jawab

sebagaimana dimaksud peada ayat (1), mempunvai wewenang dan

tanggungjawah:

a. menetaplkan kebijakan dan pedoman teknis manajemen sarana dan
prasarana penanggulangan bencana;

b. menetapkan Perangkat Nagsri, anggota Forum PRE, anggota KSE
danfatau Tim FB Magari dan Kampung untuk menjadi
petugas/pengurus dalamm penyelanpgarasn manajemen sarana den
prasarana penanggulangan beéencana melalui Surat Keputusan Wali
Napari;

¢, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau  pemindahtanganan
sargng dan prasarana penanggulangan bencana berdasatkan hasi
musyawarah nagati;

d. menetapkan  kebijakan pengamanan sarana dan  prasarana
penanggulangan bencana,

e. mengajukan  usul  pengadaan, pemindahtanganan  dan  atauw
penghapusan sargna dan prasarana penanggulatigan bencana yang
berailat strategis melalui musyawarah nagari; dan

f. menyetujui usul pengadaan, pemanfaatan, pemindahtanpganan dan
penghapusan =arana dan prasarana penangpulangan bencana vang
bersifar strategis sesuai batas kewenangan melalui musyawarah nagari.

[ Perangkat Nagari, Forum PEB, KSB dan/atau Tim PB MNagard dan

Kampung sebagai petugas/pengurus dalam penyelenggarasn manajemen
sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat melibatkan unsur-
unsur antara lain masyarakat, lembega kemasyarakatan, dan lembaga
usaha.

Pasal 4

Ferangkat Nagari, Ferum PRE, K8B dan/atau Tim PB Nagari dan Kampung
selakll pembaniu  penyelenggaraan mangjemen sarana dan prasarans
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat [(2),
bertanpeungiawab dan berwenang:

a.

b.

menyusun den mengajukan rencana kebutuhan esarmana dan prasarana
penanggulangan bencana;

menyusun dan mengajukan rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan
prasarana penanggulangan bencana;

melakukan inventarizazi dan administrasi sarane dan prasarana
penangasulanigan bencana;

- triclekukan koordinasi dalam pelaksanasan  inventarisesi sarana den

prasarang penangeltlangan bencans;

. mengajukan permohonan penetapan penggunasn sarena dan prasarana

penangmilangan bencans Kepada Wali Nagar;
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f. mengatur penggunaan dan pemsnfaatan sarana  dan pPrasarang
penanggulangan bencana secara inklusi, transparan dan keterbulkaan;

g melalmitan penpamanan dan pemeliharaam  =arana  dan prasarang
penanggulangan bencana secara aluntabilitas:

h. mengatur den melakukan pengawasan dan pengendalian atas manajemen
garana dan prasarana penaneggulangan bencana: dan

. menyusun dan menyampaikan laporan atas penvelenggaraan TOATIAJETEN
sarana dan prasarana penanggulangan bencana,

BAB IV

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA
FENANGGULANGAN BENCANA

Bagan Kegatu
Jenis Sarana dan Prasaratia

Fasal 5

(1} Barana dan prasarana sebagsimsna dimaksud dalem Pagal 2 ayat (2]
meliputi:
A. sarana dan prasarans umum.; dan
b. sarana dan prasarana khusus.

(2} Sarans dan prasarana umum sebagaimana dimakaud pada ayat {1} huref
a melipud:

2. peralatan peringatan dini fearly warning systemj yang mudab diakses,
dipahami dan diterima oleh semua masyarakat termasulk kelompok
herisike sesuai kondisi dan kemampuan Nagari:

b. pos koordinasi penanggulangan bencana  beseria perlenghkapan
pendukung seperti peta lokast bencana, alat komunikasi, genset {alat
penerangan), dan lain-lain;
terlengkapan tetida darurat;
radio koemunikasi vang berupa RIG dan Handy Talky (HT}
kendaraan operasional sesvai dengan kendisi dan kemampuan Nagar;
peta rawan bencana yang mudah diakses, dipahami dan diterima oleh
semua masyarakat termasuk kelompok berisike;

g. jalur dan lokasi evaluasi pengungsi vang mudah diakses oleh semua
pihak termasuk kelompok berigika:

h. prosedur tetap (Protap] penangsulangan bencana yang mudgh
dilak=analat sesuzi kondisi di Napgari;

. dapur umum berikut kelengkapan logistiknya:

J-  perlengkapan pencarian dan periclongan fsearch and rescue];

k. perlengkapan Pertolongan Pertama Gawal Darurat (FPGO);

L pos kesehaten dengan tenaga medis dan obat-obatan;

m. tenda-tenda darurat untuk penatnpungan dan evakuasi PENEUNES],
penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengicapan
lainmya;

n. sarana air bersih dan sarana sanitasl/MCK di tempat evaluasi
pengungal yang mudah diakses olth semua masyarakat termasul

oA Ao
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kelompek berisiko  dianteranya penyandang disabilitas  dengan
memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;

0. peralatan pendatazn bagi masyarakat terdampak gkibat bencanag
[tneminggal dan  luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat,
pemerintab dan swasta); dan

r. lokasi sernentara bagl pengungsi.

[3} Sarana dan prasarana khusus =ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b meliput:

a. media center sebagai pusat informasi yvang mudah diakses dan
dijangkan oleh magyarakat termasuk kelompok berisiko diantaranya
penyandang disabilitas;

B, juru bicara resmifpenghubung vang bertugas untuk menginformasikan
kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di pusat maupun
di daerah, media massa dan masyarakat; dan

c. sarana «an prasarana yang diperlukan Dagi kelompok berisilko
termasgui petiyandang disabilitas untuk kemudahan akse= dalam
berpartisipasi upaya penanggulangan bencana termasuk pengurangat

risiko beticana.
Bapian Kedua
Manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana
Pasal 6
Manajemett sarana dan prasarana penanggulangan bencana meliputi:
. PErerCATIAATY,
b. pengadaat;
C. PEMEEUNAAT
d. pemanlaatan;
£, PENSAMANAN,
I, pemeliharaan;
g- penighapusan;
h. penatausahasan;
i. pelaporan; dan
3. penilaian.
Faragraf Kesatu
Persnicanaan
Pasal 8

(1) Perencanaan sarana dan prasarang penanggulangsn  bencana
sebagaomana dimaksud dalam Pasal € huruf a, merupakan kegiatan
melalui identifikasi kebutuhan, inventarisasi ketersediaan, pengumpulan
data, dan anelisis untuk menghasilkan standar minimal kebutuhan
dalain penanggulangan bencana.

(2) Maksud dan tujuan perencanaan untuk:
a. mmengetahui jumlah dan jenis sarana dan prasarana vang dibutuhkan;
b. menentukan  teknis manpjemen  sarana dan | prasarana
penanggulangan bencana; dan
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(3]

(4

(5l

{1]

(2]

&)

[

(5

(1]

(2]

c. menentukan  wakil  penyampaian sarana dan | prasarana
penangeulangan bencana,

FPerencanaan terdinl atas:

a. penyusunan standar kebutuhan minimal;

b. identifikasi kebutuhan; dan

c. penyusunan kebutuhan jangke pendek, menenpgah, dan panjang.

Perencanaati sarana dan  prasarana  penanggulangan  bencans
sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nagar (REJMNagari] untul kebutuhan 6 {(enam) tahun.

Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penatnggulangan bencana
untuk kebutuhan 1 (satu} tahun ditwangken dalam Rencana Kerja
Pemerintahan Nagari (RKPMagari) dan ditetapkan dalam APBNagar
setelah memperhatikan  ketsrsedipan  sarana  dan  prasarana
penanggilangan bencana yang ada.

Faragraf Kedua
Pengadaan
Pasal &

Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 6 huraf b, merupakan kegiatan pemenuhan
atan penyediaan kebutuhan melaluni perencanaan kebutuhan sampai
dengan perolehan.

Tujuan pengadasn untuk memenuhi keburuban sarans dan prasarana
penanggulangan bencana,

Pengadaan sarans dan prasarana penapggulangan bencana berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagar {APENagari] atay sumber reami
lainnya yvang tidak mengikat,

Prozses pengadaan sarana dan prasarana penanggulatigan bencana
dilaksanakan esecara terencana berdasarkan prinsip-prinsip efiaien,
efelotil, inklugi, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tdak diskriminatf
dan akuntabel,

Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di Napar
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undatigan.

Faragraf Ketipa
Penggunaan
Fazal &

FPenggunaan sarana dan pragarana  penanggulangan  bencana
sebagaimana vang dimaksud delam Pasal & hurul ¢, merupakan
penggunaan eegala jenis peralatan yang sesusd dengan kebutuhan puna
menunjang tercapainya penyelenggaraan penangmuiangan bencana,

Periggunasn sarana dan prasarana  penanggulangan  bencena
dilaksanakan berdasarkan prinsip fungsional, efizsien, inldusi,
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adminstratil, adil/tidelc diskriminatif, ksjelasan tanggung jawak dan
pencapaian tujuar,

{3) Pemetintah Nagan, anggota Forum PEB, anggota KSB dan/atau Tim PB
baik ditingkat nagari dan kampung dan para pelaku penanggulangan
bencana dapat mempergunakan ssmna dan prasarana penanggulangan
bencana sesuai dengan tugas dan fungsi maszing-masing dalam rangka
untuk mencapal tujuan penyelenggarasan penanggulanggan  bencana
dengan bertanggungiawab.

{4] Mekanisme dan status penggunaan sarana  dan  prasarana
penanggulangan  bencana dirumuskan dan  ditttapkan berdasarkan

prineip inklusi dalatn tnusyawarah nagan serta diperkuat denpgan Surat
Keputusan Wali Nagari.

Paragraf Keempat
Pemanfaatan
Pasal 10

(I} Pemanfaatan sarana dan prasarans  pesnanggulangsn bencana
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, adalah pendayagunaan
sarani dan prasarana penanggulangan bencana secara tidak langsung
dipergunakan  dalam rangka penyelenggarasn @ tugas  upava
penanggllengsn bencana dan tidall tnengubah status kepermilikan.

{Z] Bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
s¢hagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. sewa; dan
b. pimam pakai.

(3] Pemanfaatan serana dan prasarana  penanggulangan  bencana
sehagaimana dimaksud pada ayat {2} ditetapkan dalem Peraturan Wali
Nagari,

Pasal 11

(1} Pemanfaatan sarana dan pragsarana penanggulangan bencana berupa
zewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, tidak
merubah status kepemilikan sarana dan prasarans penanggulangan
bencana.

(2] Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada avat 1) paling lama 7
{tujuh} hari dan dapat diperpanjang.

(3 Jika terjadi bencana dan dalam kondisi darurat bencana, maka sarana
dan prasarana penanggulangan beticana yang disewalian tersebigt dapat

langsung diambil kembali kepada penyewa mesld batas waktu penyewsan
belum berakhir.

(4} Dalam =situasi dan kondisi tanggap darurat bencana sarana dan
prasarana penanggulangan bencana tdak dapat disewakan kepada
siapaEpLn,

{5 Bewa sarana dan prasarana penanggulangan bencana  dilaksanaken
herdasarkan perjanjian yang sekuremg-lkurangmya memuat:
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a_ para pihak yang terkat dalam perjanijian;

k. objek perjanjian sewa;

¢. jenis peralatan, jumlah barang, besaran zewa dan janghka waktu;

d. tangpung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama Jangkea walitl sews,

e. hek dan kewajiban para pikak;

1. keadaan di luar kemampuan pata pihak (force majeure}l, dan

g persvaratan lain vang dianggap perfu.
Pasal 12

Proses sewa sarana dan prasarana penanggulanpgan bencana dilaksanakan
rmelalul koordinasi dengan Pemerintah Napgari, Ketua Forum PRB Nagari,
Ketua KSB dan/fatau Tim PB Kampung, Wali Kampung, dan mendapatkan
persstujuan darn Wah Nagan.

Pasal 13

Wali Nagar menetapkan hesaran sgews berdasarkan hasil kesepakatan
bersama dalam musyawarah Naparti dengan memperhatilean faktor penyesual
sewa dan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan vang
Berlaku,

Pesat 14

Faktor penvesuai sewa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 meiiput:
a. jenis kegiatan usaha penyews,
b. bentuk kelembagaan penyewa.

Pagal 15

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimang vang dimakaud dalam pasal 14

huruf a dikelompokkan atas:

a. kegiatan non hisnis yvang diperuntukkan bapi kegiatan yvang menarik
imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata
mencari keuntungan, antars lain pelayanan kepentingan umum vang
mermnungut bilaya dalam jumlah tertentu gtay terdapat  peotensi
keuntungan, penyelenggaraan pendidikan serta kegatan lainnya yvang
memenuhi kriteria non bismis; dan

b, keglatan sosial yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik
imbalan atas barang/jasa yang diberikan den/atau tidak berorentasi
mencan keuntungan, antzya lain pelayanan kepentingan umum yang
tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan,
bematan sosial, kegiantan Keagamasn, kegiatan kemanusiaan, kegsatan
penunjang penyelengearaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan lainnya
vang memenuhi kriteria sosial.

Paxal 16
Benituk kelembapaan penyews sebagaimana yang dimaksnd dalam pasal
14 huruf b, sebagai beriloat:
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swasta,
badan usaha milik daerah/magari;
badan hukum yang dimiliki oleh negara;
yvayasan spsial,
koparasi;
lembaga pendidikan baik formel maupun non formal;
kelompok masyaralat;
. lembags sosial, kemanusiaan, keagamaan;
perseorangali; dan .
unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemnerintahat,

g ot e R T

[

Fasal 17

(1] Pemanfagtan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berupa
pinjarn pakai sebagaimana yang dimalkesud dalam Pasal I0 ayat (2] huruf
b dilaksanakan antare Pemerintali Mapar dengan Femearintah Nagari
lainrnya, kelembagman Forum PRB Nagan, kelembagaan KSB dan/fatau
Tim PB tngkat Magari dan Kampung serta Lembaga Kemasyarakatan
Napari khueus dalam rangka untuk mencapal tuwjuan penyelenggaraan
penanggalangan bencana.

(2} Pinjam pakai sarana dan  presatana  petatngguilangsn bencana
sehagaimans ayat (1), dikecualikan unituk jalur evakuasi dan gedung posa
koordinasi penanggulangan bencana.

f3) Jangka walttu pinjam pakai sarana dan prasarana penanggulangan
bencane paling lama 7 (tujuh) har dan dapat diperpanjang.
(4] Pingam pakal serana Jan prasarana penangeulangan hencana
dilaksanakan berda=zatkan perjanjian vang sekurang-kurangnya memuat:
a. para pthak yang terikat dalam perjanjian,
b. jems atau jumlah harang yang dipinjamkan;
c. jangka walktu pinjam paka,
d. tanggung jawab peminjam  atas  biaya  operasional  dan
pemeliharaan sgelama jangka walktu peminjamean;
e.  hak dan kewsgjiban para pihak,
keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
persyarataty lain vang di atggar perlil,

Fr ™

Fazal 18

Heril pemanfaatan sebageimana dalam Fasal 11, dan Pasal 17, merupakan
pendapatan nagan dan akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan
penangulangan  bencana  setta  pemeliharaan, perbaikan  sarana dan
pragaranz penangeulangan bencana.
Paragraf Kelima
Pengamanan
Pasal 1D
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(1)

{2]

{3)

[4]

(1]

(2]

(3

Pengameanan sebagaimana dimaksud dalam Fasal & huruf e, adalah
proses, cara perbuatan mengamankan sarana dan  prasarana
penanggulangan bencana dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.

Pengamanan sarana dan prasarana penanggulangan bencana wajib
dilakukan oleh Wali Nagari, Peranpgkat Magan, anggota Forum FRB Nagart
dan anggota K3SB dan/atau Tim FB tingkat Magari dan Kampupg yang
telal ditetatapkan dalam Musyawarah Kampung dan Napgar untuk
menggunakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Pengamanan sarana dan  prasarana  penanggulangsn  bencana

sebagaimana dimalisud dalam ayat (1], meliputi:

a. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi
barang, penurunan jumlah barang dan hilangtya barang;

bh. pengemanan Asik untuk jalur dan bangunan dilakukan dengan cara
pemagaran dan pemasangan tanda batas;

¢. selain jalur dan bangunan sehagaimana dimaksud pada huraf b
dilalukan dengan cara penyimpanan dan pemelihataan,

d. pengamanan administrasi antara lain pembukuan, inventarisas,
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepernilikan; dan

¢, petigamanan hukum antara lain dengen melenpkapl bukt status
kepemilikan.

Biaya peéngamanan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

sebapaimana dimaksud pada ayat (2} dibebankan pada APENagari dan

hasll pendapatan dari  pemanfaatsn  sarana  Jdan  prasarana

penangpulangan bencana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15.

Faragral Keenam
Pemeliharpan
Pasal 20

Pemeliharaan sarana dan  presarana penanggulangan bencane
sebagaimana dimalksud dalam Pasal & huref f, merupakan kegiatan
vang dilakukan agar semuma sarana dan prasarana penangegulangan
bencana =#lalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan
penanggulangan bencana.

Pemeliharaan =arana dan prasarana penanggulangan bencana wajib
dilakukan cleh Wali Nagari, Peranglkat Nagari, anggota Forum PRB Nagari,
angeota KSB dan/atau Tim PB tingkat Magar dan Kampung yang telah
ditetapkan dalam Musyawarah Kampung dan Nagar untul menggunakan
sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Biaya pemeliharaan sarana dan prasarans penanggulangan bencana
sehagaimana dimaksud pada avat (2) dibebankan pada APBNagan dan
hasil pendapatan dari pemanfaatan  sarana  dan  prasarana
penanggulangan bencana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18

Paragraf Ketujuh
Penghapusan
Pasal 21
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i1

(4]

{3}

&)

{5}

(6]

(1)

(2]

Penghapusan sarana dan prasarana  pepnanggulangan bencana

wehagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf g, merupaken kegiatan

menghapus/meniadalkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
dan buku data inventaris nagar dengan Keputusan Wali Napgari,

Tujuan dari penghapusan sarana dan prasarmna  penangeulangan

bencana sebagaimana yang dimakaud dalam ayat (1), bertujuan untuk

membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang, danyfatan kuasa
pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
vang berada dalarn penguasaannya.

Fenghapusan zarana dan prasaransa penangsnlatgen bencana dilakulan

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan dalam hal sarang dan

pragarana penangeulangan bencana karena terjadinya, antars lain:

a. beralih Kepemilikan;

b. pemusnahan; atau

¢. sebab lan (seperti hilang, kecurian, terbakar].

Penghapusan sarema dan presarana penangeulangan bencana yang

beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat {3] hurul a, antara

lain:

a. pemindahtanganan atas sarana dan prasarana  penanggulangsn
bencana kepada pihak lain;

b. putusan pengadilan yang telah berkelouatan huloum tetap;

c. nagari vang kehilangan hak sebagai aldbat deri putusan pengadilan
sebageimans pada huruf B, wajk menghapus dari  daftar
inventarisz aset milik nagari.

Pernusnahan sarana den prasarana penanggulangan  bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf b, dengan ketentuan:

a. berupa sarana dan prasarana penangpulangan bencana vang sudah
tidak dapat dimanfaatkan danfatay difungsikan kembali;

b. dibuatkan Berlta Acara pemusnshen sebagai dasar penetapan
keputusan Wali Nagari tentang pefnuenahan.

Fenghapusat sarana dan prasarana penangadlangan bencana karena
terjadinya sebab lain sebagaimana dimaiksud pada ayat (3] huruf ¢, antara
lain:

&, hilang,;

b, Kecurian, dan

. terbakar.

Pasal 22

Penghapusan sarana dan prasarana penanggulenzan bencana selain
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 tdak perlu mendapat
persetujuan Bupat,

Penghapusan acbagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) terlebih
dahuiu dibuat Herita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Wali
Nagari
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Paragral Kedalapan
Penatausahean
Pasal 23

(1] Penatgusahaan sarana dan  pragarana  penangpllangan  bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, merupakan ranglaian
kemiatan vang dilakulkan  meliputi:

8. pembukuan;
b. inventarisaai: dan
¢, pElaporan,

(2] Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yanpg sudah ditetapkan
penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 9 harus diinventarisic

dalam buku inventars sarena dan prasarana penanggulangan bencang
dan dibeti kodefikasi.

(3] Kodefikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat [2}, adalah pemberian kode
barang pada sarena dan prasarana penanggulangan bepcana dalam
rangka pengamanat dan kepastan status kepemilikan.

Pasal 24

Penatausshasan sarana dan prasarana penanggilangan bencana sehagaimana
dimaksud dalam peasal 23, dalam penyelenggaraznnya mengacu pada
ketetituan perundang-undangan vang berladm.

Paragraf Kesernbilan
Pelaporan
Pasal 25
(1] Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf { metupaken

penyajian keteratigan berupa inlotimnasi terkait dengan keadaan objebctif
zarana dan prazarana penanggulangan bencang,.

(2] Pelaporan merupakan salak satu bentuk pengamanan sarana dan
prasarana penanggulangan bencana secara administrasi-

[3] Pelugas/pengurus pengelola sarana dan prasarana  penanggulangan
tencana menyusun dan menyerahiian pelaporan vang diteritukan dalam
avat (1), kepada Wali Nagan secara berkale pada alchir tahun dan/atan
sewaktu-waktn jika dibutuhkan.

Farggral Kesepuluh
FPenilanan

Pagal 26

(1} Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pazal & huruf j, merupakan
suatu proses kegintan penpulkuran yang didasarkan parda data/fakia yvang
obyektf dan relevan dengan menggunakan metode/teknis sestual dengan
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ketentuan hukum yang berlaku untuk mernperoleh nilai pada sarana dan
prasatana penangiulangan bencana.

(2] Pemenntah Nagari bersama pengurus Forum FREB MNagari =erta pengnrys
KSB danfatau Tim PB Nagan dan Kampung melakukan inventarisasi dan
penilaian sarana dan prazarana  penanggulangsn bencana  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penilaian sarana dan prasarana penangpitlangan bencana sebagaintana
dimaksud dalam Fasal 26 dalam rangka untuk menjadi salah satu acuan
falam penentitan pemanfaztan.

BAB ¥
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesaty
Petnbingan

Pasal 28

(1} Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNFE] dan Kementerian
Dalam Negeti melakukan pembinaan den pengawasan terhadap
pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana penangeilangan bencana
di Magari;

{2} Badan Penanggulangan Bencan Daerah [BPBD} bersama Dinas
Pemberdayaen Masyaraksat Nagan di  tingkat Provinsi melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadep pelaksanaan manajemen =arana
dat prasarana penangpulangan bencana:

{3] BPBD den Dinas Pemberdayaan Masyarakat Magari, Pengendalian
Penduduk dan Keluargs Bervencana (DPMNPZER) ditngkat Kabupaten
melakukan pembinaan dan pengawasan  pengelolaan sarana dan
prasarana penanggulangsn hencana,

(4] Dalam melalcukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana, dimaksud
pada ayat [3} BPBD dan DPMNP2ZRB dapat dibantu oleh Carnat.

Bagian Kedug
Pengawasan
Pasal 2@

1] Pengawasan penyelenggaraan manajemen Barana dan  prasatana
penangeulangan  bhencana  téntakup aktivitazs  pemantauan, audit,
pengukuran, analisiz dan evaluasi.

(2] Pengawasan dilakukan dengan metrumueskan:

a, lgiteria tolak uwkur terhadap proses yang terkandung i dadam
Manajermen sarana dan prasarana penanggllangan berncana;

b. metode vang digunakan untuk memastikan hasil yang valid;

¢, kapan alan dilekukan; dan
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d. Kapan hasil pengawasan perlu dilakukan analizis dan evaluasi.

{3] informasi secara tertulis dari hasil pengawasan harus didokumentasikan
dan dikendalikan denpan bajk sebagai upaya perbaikan betkelanjutan.

Pagzal 20

Pengaweasan dilakukan secara internal dan sksternal pada setiap tahapan
proses manajernen sarang dan prasarana penanggulangan bencana.

Pasal 31

1] Pengawagan internal sehagaimana dimaksud pada Pasal 30, dilakukan
secara berkala sesuai kebutuhan den urgensitas sarana dan prasarana
penanggulangan  hencana vang dikelola dan  dimanfaatkan, bisa
mingguan, bulanan, 3 [tga) bulanan, & [enam] bulanan, tahunan atau
pada =mmat berakhirnya jangka wakin pengelolasn dan pemanfaatan
garana dan prasarana penanggllangat bencana.

(2] Untuk menvelenggarakan pengawasan internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Nagan dapat metiyelenggarakan musyawarah
Nagari untuk mengatur siapa yang seharusnya duduk =zebagal pengurnis
dan badan pengawas termasuk pembagian tugas pengurus dan tugas
badan pengawas,

(3] Badan pengawas dapat bertugas memberikan solusi Kinerja, memantau
proses perencanaan, melaksanakan pembinaan  administrasi  dan
pelaksanaan kerja petugas/pengunis manajemen sarana dan prasarara
penanggulangan bencana.

(4] Badan pengawas juga dapat mints bantuan pada akuntan publik untuk
menjaga kesehatan administrasi dan keuangan manajemen sarana dan
prasarana penangpulangan bencana.

{5) Mazyarakat jupa dapat melalmbkan pengawasan dalam manajernen
arana dan prasarang penangpulangan bencana.
Fasal 32

(1] Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dapat
dilakukan =secara bekala {tabunan atau lima tahunan] atau saat
berakhirnya jangka wakiba pengelolazn.

[2) Penpawasan eksternal sthagaimansa dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh Camat, BFED dan DPMDP2ZKB Eabupaten.

Fasal 33

Pemmbinaan dan pengawasan sebagaimona dimakend agar keamanan dan
keberlanjutan pengelolaan sarans dan prasgrana penangmilangan bencana
dapat terjapga.

BAR V1
KETENTLIAN PERALIHAN
Pasal 34

Pads saat Peraturan Wali Nagan ini mulai berlaku, maka:
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a. semua ketentuan vang berkaitan dengan manajemen dan/atau
pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di Nagari
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Wali
Nagari ini;

b. Managjemen dan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan
bencana khususnya yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan
vang sudah berjalan danjatau  sedang dalam proses sebelum
ditetapkannya Peraturan Wali Nagari ini, tetap dapat dilaksanakan
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Nagari ini.

BARB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan
Nagari ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peratuoran Wali Nagan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Wali Nagari.

Fasal 37

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagan Ampiang
Parak.

Ditetapkan di Ampiang Parak
;ﬂnggal Z4.. Juli 2019

Diundangkan di Ampiang Parak
Pada tanggal, 25 Juli 2019
SEKRETARIS NAGARI AMPIANG PARAK,

—a—

YENDRI

LEMBARAN NAGARI AMPIANG PARAK ‘TAHUN .22 NOMOR .2......
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